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TEI.ITANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN, MOMTORING DAN EVALUASI PET{YIJSI.INAN DAN
PEI,AKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI DAN

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABTJPATEN PADA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KAUMANTAN BARAT TA}IUN 2O2O

Menimbang

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

: a. bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupetan berkewajiban
menJrusun Rencama Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) darr Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) yang mengacu kepada
Rencana Induk Pembangunan krdustri Nasional (RIPIN);

b. bahwa agar pelaksanaan dan atau Penyusunan Rencana Pembangunan
Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten
(RPIK) dapat berjalan sesuai ketentuan perundangan perlu dibentuk Tim
Pendampingan Monitoring, dan Evaluasi Penyusunan dan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana
Pembangunan Industri I(abupaten (RPIK);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, maka Pembentukan Tim Pendampingan, Monitoring Dan
Evaluasi Pen5msunan Dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan krdustri
Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pada Dinas
Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020,
perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Otonom Provinsi Kafimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
IGlimantan Timur (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesian Nomor
1106);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 54921;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah
Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan teraktrir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 56791;

Feraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kine{a Instansi Pemerintah (Icmbaran Negara Republik
krdonesia Tahun 2OO6 Nomor 25, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
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6.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional 2Ol5-2O35 (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5671);

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pearyusunan Rencana Pembangunan lndustri Provinsi dan
Rencana Pembangunan lndustri Kabupa.ten/kota
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);

@erita Negara

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembenhrkan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi IGlimantan Barat sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Barat (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11
Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);

Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan
Industri Provinsi lGlimantan Barat Tahun 2Ol7-2O37 {Berita Daerah
(l,embaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2O17 Nomor 1);

Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2O18 teto.ta;:g Kedudukan,
Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Iklimantan Barat sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubemur Nomor 98 Tahun 2O19 tentang Tata Kerja
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat (Berita
Daerah Provinsi IGlimantan Barat Tahun 2Ol9 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pendampingan, Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan lndustri Provinsi Dan Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten Pada Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan Provinsi lGlimantan Barat Tahun 2020, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Tirn sebagailnana dimaksud pa.da Diktum KESATU, mernpunyai tugas:

a. Pengarah:

Memberikan arahan sekaligus Fembina dalarn rangfu terselengaranya
Fendampingan, Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana
Pembangunan lndustri Kabupaten (RPIK) pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi lGlimantan Barat Ta}r.tn 2O2O.

b. Pe,nanggungjawab:

Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya
Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi Penyusunan dan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2O2O.

c. Ketua:

1. Membuat nencana dan petunjuk pelaksanaan kegiatan
Pendarnpingan, Monitoring, dan Evaluasi Pen5rusunan dan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan
Rencana Pembangunan krdustri Kabupaten (RPIK) pada Dinas
krindustrian dan krdagangan Provinsi Kalimantan Barat Tbhun
2O2O:,

8.

9.

Menetapkan

KESATU

KEDUA



KETIGA

2. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pelalsanaan
Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi Penyusunan dan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan
Rencana Pembangunan lndustri Kabupaten (RPIK) pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2O2O; darr

d. Sekretaris:

1. Mempersiapkan administrasi dan perlengkapan lainnya dalam
rangka mendukung peLaksanaan kegiatan Pendampingan, Monitoring,
dan Evaluasi Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten (RPIK) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2O2O;

2. Menyiapkan naska-h laporan kegiatan Pendampingan, Monitoring, dan
Evaluasi Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten (RPIK) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2O2O.

e. Anggota:

1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan lndustri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan
Industri lhbupaten (RPIK) ;

2. Memberikan pendampingan pen5msunan Rencana Pembangunan
Industri Kabupaten (RPIK) sesuai permintaaan Pernerintah Kabupaten
terkait sebagaimana arahan ketua Tim.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
segala biraya yang dikehrarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pa.da Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2O2O melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Peranglat Daerah (DPA-SKPD) Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi lGlimantan Baral

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

Tembusan:
1. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
2. krspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Kefua Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Yang bersang[utan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Oe
A.L. LEYSANDRI

USER PRATAMA
Typewriter
15 Januari 2020



I,AMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR: /DISPERINDAG / 2O2O

TENTANG PEIVIBENTKAN TIM PENDAMPINGAN MOMTORING, DAN EVALUASI

PET.IYIJSUNAN DAN PEI,AKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI DAN

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABI]PATEN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2O2O

SEKREIARIS DAERAH,

SUSI]NAN KEANGGOTAAN TIM

No. NAMA / JABATAN POKOK
KEDUDUKAN
DAI,AMTIM

1 3

l- Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Pengarah

2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan
Barat

PenangungJawab

Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prcvinsi
Kalimantan Barat

Ketua

4. Kasubbag Renja dan Monev pada Sekretariat Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat

Sekretaris

D. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Daerah Provinsi
Iklimantan Barat

Anggota

6. Kepala Bidang Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi
Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Kalimantan Barat

Anggota

7. Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat Anggota

8. Kepala Bidang Pembangunan dan Femberdayaan Industri Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat Anggota

9. Kepala UPT IPOK Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Iklimantan Barat

Anggota

10. Kepala UPT PSMB Dinas Perindustrian dan Pedagangan Provinsi
I(alimantan Barat

Anggota

11. Kepala Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah Bidang
Pembangunan dan Pembetdayaan Industri Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat

Anggota

L.Z- Kepala Seksi Data dan Informasi Industri Bidang Pembangunan
dan Pemberdayaan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi IGlimzrntan Barat

Anggota

Kasubbag Keuangan dan Aset pada Sekretariat Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Ihlimantan Barat Anggota

74. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian lndustri Bidang
Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat

Angota

15. Penyuluh Industri Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi lGlimantan Barat (Ericho Wimar, ST)

Anggota
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